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Penelitian ini dilakukan untuk menguji variabel independen, yaitu  Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah, Penegakan Peraturan, Kesesuaian Kompensasi, 

Perilaku Tidak Etis dan Budaya Organisasi terhadap variabel dependen yaitu 

kecurangan (Fraud) yang dilakukan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah           

(OPD) Di kabupaten Tulang Bawang. Teknik untuk pengumpulan data sampel pada 

penelitian ini convenience sampling, teknik tersebut merupakan teknik dalam 

pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk 

mendapatkannya, dengan menyebarkan 60 kuesioner. Metode analisis data dalam 

penelitian ini yaitu mengunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan 

software SPPS (Statistica Product and Service Solutions) versi 20. Hasil dalam 

penelitian ini (1) Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap terjadinya fraud. (2) Penegakan peraturan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap terjadinya fraud. (3) Kesesuaian kompensasi tidak  

berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud. (4) Perilaku tidak etis berpengaruh 

signifikan terhadap terjadinya fraud. (5) Budaya organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap terjadinya fraud.  

 

Kata kunci: Sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, kesesuaian 

kompensasi, perilaku tidak etis, komitmen organisasi, fraud.  
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PENDAHULUAN 

Kecurangan (fraud) merupakan bentuk 

penipuan yang sengaja dilakukan 

sehingga dapat menimbulkan kerugian 

tanpa disadari oleh pihak yang 

dirugikan tersebut dan memberikan 

keuntungan bagi pelaku kecurangan. 

Kecurangan umumnya terjadi karena 

tekanan untuk melakukan 

penyelewengan dan memanfaatkan 

kesempatan atau peluang yang ada 

(Rahmawati dan Idjang, 2012 : 14). 

Fraud lebih banyak terjadi di instansi 

pemerintahan disebabkan organisasi 

tersebut memiliki struktur yang cukup 

kompleks, sistem birokrasi yang 

berbelit-belit, integritas lingkungan 

kerja yang rendah, kontrol yang tidak 

efektif dan tekanan yang tinggi. 

Menurut Lanham et al, (1987) dalam 

Maula, K (2017) fraud dapat diartikan 

sebagai bentuk kecurangan, antara lain 

penipuan yang disengaja, pengambilan 

aset kantor, pemalsuan rekening, 

penyelewengan, dan lai-lain. Menurut 

Wilopo (2006:21) menyatakan bahwa 

pada umumnya kecurangan akuntansi 

berkaitan dengan korupsi. Dalam 

korupsi, tindakan yang lazim 

dilakukan adalah memanipulasi 

pencatatan, penghilangan dokumen, 

dan mark up yang merugikan 

keuangan atau perekonomian negara.  

Contoh kasus korupsi yang terjadi 

yaitu  melibatkan Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Tulang 

Bawang tahun 2019. Nassarudin dan 

Guntur Abdul Nasser mereka 

ditetapkan atas kasus dugaan Tindak 

Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus 

Fisik Prasarana pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tulang Bawang tahun 

ajaran 2019 berupa pungutan DAK 

sebesar Rp. 3.670.239.750,- (tiga 

miliar enam ratus tujuh puluh juta dua 

ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh 

ratus lima puluh rupiah)," terangnya. 

(https://kumparan.com) 

Menurut UU 31/1999 Jo UU No 

20/2001, terdapat tujuh jenis korupsi 

yaitu kerugian keuangan negara, suap 

menyuap, penggelapan dalam jabatan, 

pemerasan, perbuatan curang, benturan 

kepentingan dalam pengadaan dan 

gratifikasi. Menurut Transparency 

International berdasarkan Corruption 

Perceptions Index (CPI) mengenai 

hasil upaya pemberantasan korupsi 

yang dilakukan di 180 negara, 

Indonesia berada pada peringkat ke-

102 dan berada di skor 37/100 pada 

tahun 2020.  

 

Sumber : indonesia corruption index 

(2010-2020) 

Berbagai penelitian telah dilakukan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya  fraud. Di 

antaranya adalah sistem pengendalian 

internal pemerintah (Simbolon, 2020),  



penegakan peraturan (Oktavia, 2020), 

kesesuaian kompensasi (Padhilah dan 

Dian, 2020), perilaku tidak etis 

(Yuliani, 2018), dan komitmen 

organisasi (Oktavia, 2020) ,( Indra dan 

Didi, 2018).  

pengendalian internal adalah suatu 

proses yang berkaitan dengan 

prosedur-prosedur yang harus dipatuhi 

dalam proses operasional organisasi 

atau perusahaan agar tujuan dari 

organisasi atau perusahaan dapat 

tercapai dan untuk mengurangi 

kerugian atas kemungkinan terjadinya 

ancaman keamanan dalam informasi. 

Faktor selanjutnya yakni penegakan 

peraturanapabila dalam suatu instansi 

atau oraganisasi benar-benar 

menegakkan peraturan maka potensi 

fraud dapat lebih di minimalisir. Hal 

ini berarti semakin tinggi penegakan 

peraturan, maka dapat menekan 

terjadinya fraud.   

Kesesuaian kompensasi juga menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi 

terjadinya fraud. Kompensasi adalah 

semua pendapatan yang berbentuk 

uang, barang langsung atau tidak 

langsung yang diterima sebagai 

imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan atau instansi. 

Pemberian kompensasi yang sesuai 

dapat memberikan kepuasan dan 

motivasi kepada karyawan dalam 

bekerja, sehingga mendorong mereka 

untuk memberikan yang terbaik bagi 

perusahaan atau instansi tempat 

mereka bekerja. Faktor lainnya yaitu 

perilaku tidak etis ), perilaku tidak etis 

dapat berupa penyalahgunaan 

kedudukan/posisi, penyalahgunaan 

kekuasaan, penyalahgunaan sumber 

daya organisasi, serta perilaku yang 

tidak berbuat apa-apa. Seseorang yang 

memiliki perilaku tidak etis yang kuat 

akan cendrung melakukan kecurangan. 

Semakin tinggi perilaku tidak etis yang 

ada dalam setiap individu terhadap 

organisasi maka akan meningkatkan 

kecurangan dan faktor yang terakhir 

budaya organisasi, budaya organisasi  

sangat penting dan merupakan 

kebiasaan dalam organisasi yang 

mengatur tentang norma-norma 

perilaku yang harus diikuti oleh para 

anggota organisasi, sehingga 

menghasilkan budaya yang produktif.  

Penelitian ini dilakukan karena adanya 

ketidaksamaan hasil dari beberapa 

penelitian terdahulu dan diperlukan 

pemahaman yang lebih baik mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya fraud khususnya pada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

kabupaten tulang bawang. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian mengenai 

“faktor faktor yang mempengaruhi 

terjadinya fraud” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah 

dijelaskan, maka masalah penelitian ini 

yaitu :  



1. Apakah Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP) 

mempengaruhi terjadinya 

kecurangan (fraud)?  

2. Apakah Penegakan Peraturan 

mempengaruhi terjadinya 

kecurangan (fraud)? 

3. Apakah Kesesuaian Kompensasi 

mempengaruhi terjadinya 

kecurangan (fraud)? 

4. Apakah Perilaku Tidak Etis 

mempengaruhi terjadinya 

kecurangan (fraud)? 

5. Apakah Budaya Organisasi 

mempengaruhi terjadinya 

kecurangan (fraud)? 

 

LANDASAN TEORI 

Fraud Triangle Theory 

Penelitian ini menggunakan Fraud 

Triangle Theory sebagai dasar teori 

utama. tiga elemen yang terdapat 

dalam teori segitiga kecurangan yang 

pertama kali diperkenalkan oleh 

Cressey (1953) yaitu tekanan adalah 

dorongan untuk melakukan 

kecurangan. Tekanan dapat mencakup 

hampir semua hal termasuk gaya 

hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, 

termasuk hal keuangan dan non 

keuangan yang dirasakan pelaku 

kecurangan yang dipandangnya 

sebagai kebutuhan keuangan kepada 

orang lain, kesempatan adalah situasi 

yang membuka kesempatan bagi 

manajemen atau pegawai yang 

memungkinkan terjadinya kecurangan 

dan pembenaran merupakan bagian 

fraud triangle yang paling sulit untuk 

diukur. Rasionalisasi menjadi elemen 

penting dalam terjadinya kecurangan, 

dimana pelaku mencari pembenaran 

atas perbuatannya. “Pembenaran 

merupakan sikap karakter atau 

serangkaian nilai-nilai etis yang 

membolehkan manajemen atau 

pegawai melakukan tindakan tidak 

jujur, atau mereka berada dalam 

lingkungan yang cukup menekan yang 

membuat mereka membenarkan 

tindakan yang tidak jujur”( Tunggal , 

2011). 

Fraud Triangle Theory Tuannakota 

(2010) adalah model yang menjelaskan 

orang melakuan kecurangan (fraud) 

termasuk korupsi . Konsep segitiga 

kecurangan ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Donald R. Cressey 

(1993). 

Fraud 

Fraud adalah tindakan curang yang 

dilakukan sedemikian rupa, sehingga 

menguntungkan diri sendiri, 

kelompok, atau pihak lain (perorangan, 

perusahaan atau institusi). Dalam 

pengertian ini diistilahkan bahwa fraud 

mengandung makna suatu 

penyimpangan dan perbuatan 

melanggar hukum (illegal act), yang 

dilakukan dengan sengaja untuk tujuan 

tertentu seperti menipu atau 

memberikan gambaran keliru kepada 

pihak-pihak lain baik dalam organisasi 

maupun luar organisasi.  

 

https://www.jurnal.id/id/blog/faktor-fraud/


Pengertian fraud itu sendiri merupakan 

penipuan yang disengaja dilakukan, 

yang menimbulkan kerugian pihak lain 

dan memberikan keuntungan bagi 

pelaku kecurangan atau kelompoknya, 

definisi fraud yang dikemukakan oleh 

Black Law Dictionary dalam Diaz 

Priantara (2013) yaitu suatu perbuatan 

sengaja untuk menipu atau 

membohongi, suatu tipu daya atau 

cara-cara yang tidak jujur untuk 

mengambil atau menghilangkan uang, 

harta, hak yang sah milik orang lain 

baik karena suatu tindakan atau 

dampak yang fatal dari tindakan itu 

sendiri. 

 

SPIP 

Sistem pengendalian internal 

pemerintah merupakan suatu cara 

untuk mengarahkan, mengawasi, dan 

mengukur sumber daya suatu 

organisasi, serta berperan penting 

untuk mencegah dan mendeteksi 

penggelapan (fraud). Menurut Agung 

(2008:283) “Sistem pengendalian 

Internal pemerintah adalah kebijakan 

dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai 

bagi manajemen bahwa organisasi 

mencapai tujuan dan sasarannya.” 

Menurut PP Nomor 8 tahun 2006 

Pengendalian internal adalah suatu 

proses yang dipengaruhi oleh 

manajemen yang diciptakan untuk 

memberi keyakinan yang memadai 

dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, 

ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku,dan 

keandalan penyajian laporan keuangan 

pemerintah. 

Dalam menilai Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah menggunakan satu 

indikator yaitu tingkat maturitas SPIP. 

Tingkat maturitas penyelenggaran 

SPIP adalah tingkat 

kematangan/kesempurnaan 

penyelenggaraan sistem pengendalian 

internal pemerintah dalam mencapai 

tujuan pengendalian internal sesuai 

dengan PP Nomor 60 tahun 2008. 

Maturitas yang rendah mencerminkan 

kemungkinan yang lebih rendah dalam 

mencapai tujuan. Tingkat maturitas 

penyelenggaraan sistem pengendalian 

internal merupakan kerangka kerja 

yang memuat karakteristik dasar yang 

menunjukkan tingkat kematangan 

penyelenggaraan SPIP yang terstruktur 

dan berkelanjutan. 

 

penelitian ini menggunakan indikator 

pengendalian internal COSO yang 

tertuang dalam PP No 60 tahun 2008 

yaitu lingkungan pengendalian, 

penilaian resiko, kegiatan 

pengendalian, informasi dan 

komunikasi serta pemantauan. 

Penegakan Peraturan 

Penegakan Peraturan adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 



bernegara Asshiddiqie (2008) dalam 

(Adinda, 2015). 

Ditinjau dari pemerintahan (SAP). 

Standar akuntansi pemerintahan 

merupakan prinsip-sprinsip akuntansi 

yang diterapkan untuk menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Penegakan peraturan itu 

dapat dilakukan oleh subjek yang luas 

dan dapat pula diartikan sebagai upaya 

penegakan hukum oleh subjek yang 

terbatas atau sempit. Dalam arti luas, 

proses penegakan peraturan itu 

melibatkan semua subjek hukum 

dalam setiap hubungan hukum. Siapa 

saja yang menjalankan aturan normatif 

atau melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan 

hukum yang ditetapkan, berarti dia 

menjalankan atau menegakkan aturan 

hukum. Sedangkan dalam arti sempit, 

dari segi subjeknya itu, penegakan 

peraturan hanya dapat diartikan 

sebagai upaya aparatur penegakan 

hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu peraturan 

hukum berjalan sebagaimana 

semestinya. 

Kesesuaian Kompensasi 

Menurut Veithzal (2006) dalam 

(Softian, 2017), kompensasi 

merupakan sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai pengganti kontribusi 

jasa mereka pada perusahaan. 

Pemberian kompensasi merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan oleh 

perusahaa dalam pemberian 

penghargaan individual sebagai 

pertukaran dalam melakukan tugas 

keorganisasian. Kompensasi 

merupakan biaya utama atas keahlian 

atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan 

dalam bisnis perusahaan. Kompensasi 

bisa berupa fisik maupun non fisik 

yang harus dihitung dan diberikan 

kepada pegawai.Pemberian 

kompensasi ini bertujuan sebagai 

ikatan kerjasama, kepuasan kerja, 

pengadaan efektif, motivasi, stabilitas 

karyawan, disiplin serta pengaruh 

serikat buruh dan pemerintah. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

besarnya kompensasi yang akan 

diterima pegawai, yaitu: penawaran 

dan permintaan tenaga kerja, 

kemampuan dan kesediaan 

perusahaan, produktivitas kerja 

pegawai, dll. 

 

Perilaku Tidak Etis 

Etika merupakan keyakinan mengenai 

tindakan yang benar dan yang salah 

atau tindakan yang baik dan yang 

buruk yang mempengaruhi hal lainnya 

Griffin & Ebert (2006) Nilai-nilai dan 

moral pribadi perorangan dan konteks 

sosial yang menentukan apakah suatu 

perilaku tertentu dianggap sebagai 

perilaku etis dan perilaku tidak etis. 

Etika mempengaruhi perilaku pribadi 

di lingkungan kerja. Tanggung jawab 

sosial adalah sebuah konsep yang 

berhubungan, namun merujuk pada 

seluruh cara bisnis berupaya 

menyeimbangkan komitmennya 

terhadap kelompok dan pribadi dalam 



lingkungan sosialnya. Buckley et al., 

(1998) dalam Fauwzi (2012), 

menjelaskan bahwa perilaku tidak etis 

merupakan suatu yang sulit untuk 

dimengerti, jawabannya tergantung 

pada interaksi yang kompleks antara 

situasi serta karakteristik pribadi 

pelakunya.  

 

Budaya Organisasi  

Menurut Sembiring (2012) Budaya 

organisasi pemerintahan (goverment 

organizational culture) merupakan 

sistem tata nilai bersama yang 

mewujudkan integrasi internal serta 

adaptasi eksternal dalam mendorong 

terwujudnya motivasi dan perilaku 

serta kinerja organisasi pemerintah 

terutama dalam bidang pelayanan, 

pengaturan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Kemungkinan besar suatu 

kecurangan terjadi ketika lingkungan 

pekerjaan integritasnya lemah, 

pengendaliannya tidak kuat, 

kehilangan akuntabilitas atau 

mendapatkan tekanan yang besar, 

maka tidak dapat dipungkiri seseorang 

akan melakukan ketidakjujuran. 

Setiap organisasi bertanggungjawab 

untuk berusaha mengembangkan suatu 

perilaku organisasi yang 

mencerminkan kejujuran dan etika 

yang dikomunikasikan secara tertulis 

dan dapat dijadikan pegangan oleh 

seluruh  pegawai. Salah satu faktor 

yang bisa mencegah kecurangan 

menurut Arens (2018:441) dalam 

Zelmiyanti dan Anita (2015) adaah 

budaya yang jujur dan etika yang 

tinggi. Teori Arens diperkuat oleh 

Tunggal (2010:231) yang menyatakan 

bahwa kecurangan dapat dicegah 

dengan meningkatkan budaya 

organisasi yang dapat dilakukan 

dengan mengimplementasikan prinsip-

prinsip Good Corparate Gorvermence. 

Bangunan Hipotesis 

pengaruh spip terhadap terjadinya   

fraud 

Sistem pengendalian internal 

merupakan proses yang dijalankan 

untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian 

keandalan laporan keuangan, 

kepatuhan terhadap hukum, dan 

efektivitas dan efisiensi operasi 

(Mulyadi dan Puradiredja, 1998 dalam 

Fauwzi, 2011). Dalam penelitian yang 

dilakukan Simbolon, 2020 

menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian internal berpengaruh 

terhadap terjadinya  fraud. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 :Sistem pengendalian internal 

pemerintah berpengaruh terhadap 

terjadinya fraud 

 

Pengaruh  penegakan peraturan 

terhadap terjadinya fraud 

Penegakan Peraturan adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata. Apabila dalam 

suatu instansi atau oraganisasi benar-



benar menegakkan peraturan maka 

potensi fraud dapat lebih di 

minimalisir. Hal ini berarti semakin 

tinggi penegakan peraturan, maka 

dapat menekan terjadinya fraud.  Hasil 

penelitian Oktavia, 2020 menemukan 

bahwa  penegakan peraturan 

berpengaruh negatif terhadap fraud. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2   : Penegakan peraturan 

berpengaruh terhadap terjadinya 

fraud 

 

Pengaruh kesesuaian kompensasi 

terhadap terjadinya fraud  

Kesesuaian kompensasi merupakan 

persepsi karyawan tentang kesesuian 

imbalan atau gaji dengan pekerjaan 

yang mereka lakukan (Hidayat, 2018). 

Semakin tinggi kompensasi yang 

diterima pegawai maka semakin 

rendah tingkat kecurangan. Kesesuian 

kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan akan meningkatkan motivasi 

kerja dan mendorong karyawan tidak 

berbuat tindakan yang merugikan 

instansi. Sedangkan kompensasi yang 

diberikan tidak sesuai dengan kinerja 

karyawan akan memunculkan tindakan 

kecurangan yang dapat merugikan 

instansi. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Padhilah dan Dian, 

2020 menunjukkan bahwa kesesuaian 

kompensasi berpengaruh negatif 

terhadap terjadinya fraud. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka perumusan 

hipotesis sebagai berikut : 

H3   : Kesesuaian kompensasi 

berpengaruh terhadap terjadinya 

fraud 

 

pengaruh perilaku tidak etis 

terhadap terjadinya fraud 

Perilaku tidak etis seharusnya tidak 

bisa diterima secara moral karena 

mengakibatkan bahaya bagi orang lain 

dan lingkungan. penelitian Yuliani, 

2018 menyatakan bahwa perilaku tidak 

etis berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap terjadinya fraud.Seseorang 

yang memiliki perilaku tidak etis yang 

kuat akan cendrung melakukan 

kecurangan. Semakin tinggi perilaku 

tidak etis yang ada dalam setiap 

individu terhadap organisasi maka 

akan meningkatkan kecurangan 

(fraud). Beradasarkan uraian tersebut, 

maka dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4   : Perilaku tidak etis 

berpengaruh terhadap terjadinya 

fraud 

Pengaruh budaya organisasi 

terhadap terjadinya fraud 

Menurut Sembiring, (2012) Budaya 

organisasi pemerintahan (goverment 

organizational culture) merupakan 

sistem tata nilai bersama yang 

mewujudkan integrasi internal serta 

adaptasi eksternal dalam mendorong 

terwujudnya motivasi dan perilaku 

serta kinerja organisasi pemerintah 



terutama dalam bidang pelayanan, 

pengaturan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Semakin tinggi persepsi 

pegawai terhadap budaya organisasi 

dapat menekan terjadinya fraud. 

Penelitian Yuliani, 2018 menyatakan 

bahwa budaya organanisasi 

berpengaruh terhadap fraud. 

Beradasarkan uraian tersebut, maka 

dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H5   :Budaya organisasi  

berpengaruh terhadap terjadinya 

fraud 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi 

“Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”Sugiyono (2014:115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Organsasi Perangkat Daerah (OPD) di 

kebupaten tulang bawang. 

https //web.tulangbawang.go.id 

 

Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2017). 

Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan convenience 

sampling, teknik tersebut merupakan 

teknik dalam pengambilan sampel 

didasarkan pada ketersediaan elemen           

dan kemudahan untuk  

mendapatkannya. Sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh pegawai, 

manajemen keuangan, manajemen 

akuntansi 

 

Variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini  

ialah fraud sedangkan variabel 

independennya adalah sistem 

pengendalian internal pemerintah, 

penegakan peraturan, kesesuaian 

kompensasi, perilaku tidak etis,  dan 

budaya organisasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Objek pada penelitian ini adalah para 

pegawai yang bekerja di Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten 

tulang bawang. Data primer dalam 

penelitian ini dikumpulkan dengan 

menyebarkan 60 kuesioner ke dinas 

yang terkait. Kemudian sampel yang 

telah dipilih, selanjutnya akan 

digunakan untuk analisis data dan 

pengujian hipotesis. 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan statistik deskriptif pada 

tabel diatas dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan: 

1. Diketahui sistem pengendalian 

internal pemerintah atau spip (X1) 

dengan jumlah responden (N) 

sebanyak 60 responden dengan skor 

minimum adalah 2 dan skor 

maksimum adalah 5 dengan total 

rata-rata jawaban 4,52 dan standar 

deviasi sebesar 0,676.  

2. Diketahui penegakan peraturan 

(X2) dengan jumlah responden (N) 

sebanyak 60 responden dengan skor 

minimum adalah 2 dan skor 

maksimum adalah 5 dengan total 

rata-rata jawaban 4,40 dan standar 

deviasi sebesar 0,718. 

3. Diketahui kesesuaian kompensasi 

(X3) dengan jumlah responden (N) 

sebanyak 60 responden dengan skor 

minimum adalah 1 dan skor 

maksimum adalah 5 dengan total 

rata-rata jawaban 4,33 dan standar 

deviasi sebesar 0,681. 

4. Diketahui perilaku tidak etis (X4) 

dengan jumlah responden 

(N)sebanyak 60 responden dengan 

skor minimum adalah 2 dan skor 

maksimum adalah 5 dengan total 

rata-rata jawaban 4,45 dan standar 

deviasi sebesar 0,769. 

5. Diketahui budaya organisasi (X5) 

dengan jumlah responden (N) 

sebanyak 60 responden dengan skor 

minimum adalah 3 dan skor 

maksimum adalah 5 dengan total 

rata-rata jawaban 4,42 dan standar 

deviasi sebesar 0,591.  

6. Diketahui fraud/kecurangan (Y) 

dengan jumlah responden (N) 

sebanyak 60 responden dengan skor 

minimum adalah 1 dan skor 

maksimum adalah 5 dengan total 

rata-rata jawaban 4,33 dan standar 

deviasi sebesar 0,857. 

 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mea

n 

Std. 

Deviatio

n 

X1 60 2 5 4,52 ,676 

X2 60 2 5 4,40 ,718 

X3 60 1 5 4,33 ,681 

X4 60 2 5 4,45 ,769 

X5 60 3 5 4,42 ,591 

Y 60 1 5 4,33 ,857 

Valid N  60       
    



Hasil Uji Reabilitas 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

disimpulkan keseluruhan variabel 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari 0,70 yang berarti telah 

reliabel, sehingga layak digunakan 

menjadi alat ukur instrumen kuesioner 

dalam penelitian ini. 

Hasil Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dengan 

menggunakan kolomogrov-smirnov 

yang dipaparkan pada tabel 4.9 

menunjukkan bahwa dependen K-Z 

sebesar 0,822 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,509. Dari hasil 

diatas dapat dilihat bahwa angka 

signifikan (sig) pada uji kolomogrov-

smirnov diperoleh 0,509 > 0,05 artinya 

data terdistribusi secara normal, 

sehingga model pada penelitian ini 

layak untuk dipakai dalam penelitian. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa nilai tolerance dari kelima 

variabel independen lebih dari >0.10 

dan VIF (variance inflation faktor) 

kurang dari <10 yang berarti tidak 

terdapat multikolinearitas pada 

variabel independen sehingga layak 

untuk digunakan. 

Variabel Cronbach’c 

Alpha 

Keterangan 

X1 0.452 Realibel 

X2 0.209 Realibel 

X3 0.458 Realibel 

X4 0.321 Realibel 

X5 0.493 Realibel 

Y 0.552 Realibel 

                               Coefficients
a
 

 Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) 
  

X1 ,921 1,086 

X2 ,639 1,564 

X3 ,903 1,107 

X4 ,659 1,518 

X5 ,865 1,156 

a. Dependent Variable: fraud 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstand

ardized 

Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 

1,202177

10 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,106 

Positive ,106 

Negative -,059 

Kolmogorov-Smirnov Z ,822 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,509 



Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model Nilai Signifikan 

X1 0,561 

X2 0,354 

X3 0,403 

X4 0,883 

X5 0,520 

Y 0,110 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan 

bahwa variabel sistem pengendalian 

internal pemerintah, penegakan 

peraturan, kesesuaian kompensasi, 

perilaku tidak etis, budaya organisasi 

dan fraud memiliki nilai signifikansi 

lebih dari 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi gangguan 

heteroskedastisitas dan layak untuk 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Regresi Linier 

Berdasarkan tabel diatas uji regresi 

linier berganda di atas maka model 

persamaan regresi yang di gunakan 

adalah sebagai berikut: 

Y = 7,236 + 0,122X1 - 0,121X2 + 

0,064 X3   - 0,285X4  - 0,092X5  + ɛ  

Dari persamaan di atas, terlihat nilai 

konstanta sebesar 7,236. Koefisien 

variabel spip sebesar 0,122, Koefisien 

penegakan peraturan -0,121, Koefisien 

kesesuaian kompensasi sebesar 0,064, 

Koefisien perilaku tidak etis sebesar -

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Con

stant

) 

7,236 5,315 

 

1,361 ,179 

X1 ,122 ,138 ,119 ,886 ,379 

X2 ,121 ,102 ,192 1,191 ,239 

X3 ,064 ,107 ,081 ,594 ,555 

X4 -,285 ,140 -,323 
-

2,034 
,047 

X5 -,092 ,135 -,095 -,682 ,498 

a. Dependent Variable: fraud 



0,285 dan Koefisien budaya organisasi 

sebesar -0,092. 

Hasil Uji Koefisien Determinan 

Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,319a
 ,102 ,019 1,257 

a. Predictors: (Constant), budaya organisasi, 

kesesuaian kompensasi, spip, perilaku tidak etis, 

penegakan peraturan 

Dari output diatas, didapatkan nilai 

adjusted R squere (koefisien 

determinasi) sebesar 0,019 yang 

artinya pengaruh variabel independen 

(X) terhadap variabel (Y) sebesar 19 % 

sedangkan 81 % sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain dilua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji T 

1. Hipotesis pertama (Ha1) dalam 

penelitian  ini adalah sistem 

pengendalian internal pemerintah 

sebagai variabel X1. Hasil pada 

tabel diatas menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar  0,379 > 0,05. 

Maka jawaban hipotesis yaitu Ha1 

ditolak dan menerima Ho1 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan  sistem 

pengendalian internal pemerintah 

terhadap fraud. 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Con

stant

) 

7,236 5,315 

 

1,361 ,179 

X1 ,122 ,138 ,119 ,886 ,379 

X2 ,121 ,102 ,192 1,191 ,239 

X3 ,064 ,107 ,081 ,594 ,555 

X4 -,285 ,140 -,323 
-

2,034 
,047 

X5 -,092 ,135 -,095 -,682 ,498 

a. Dependent Variable: fraud 



2. Hipotesis kedua (Ha2) dalam 

penelitian ini adalah penegakan 

peraturan  sebagai variabel X2. 

Hasil pada tabel diatas 

menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar  0,239 > 0,05. Maka 

jawaban hipotesis yaitu Ha2 ditolak 

dan menerima Ho2 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan penegakan 

peraturan  terhadap fraud. 

 

3. Hipotesis ketiga (Ha3) dalam 

penelitian ini adalah kesesuaian 

kompensasi  sebagai variabel X3. 

Hasil pada tabel diatas 

menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar  0,555 > 0,05. Maka 

jawaban hipotesis yaitu Ha3 ditolak 

dan menerima Ho3 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan  kesesuaian 

kompensasi  terhadap fraud. 

 

4. Hipotesis keempat (Ha4) dalam 

penelitian ini adalah perilaku tidak 

etis   sebagai variabel X4. Hasil 

pada tabel diatas menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar  0,047 < 0,05. 

Maka jawaban hipotesis yaitu Ha4 

diterima dan menolak Ho4 yang 

menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan perilaku tidak 

etis  terhadap fraud. 

 

5. Hipotesis kelima (Ha5) dalam 

penelitian ini adalah budaya 

organisasi  sebagai variabel X5. 

Hasil pada tabel diatas 

menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar  0,498 > 0,05. Maka 

jawaban hipotesis yaitu Ha5 ditolak 

dan menerima Ho7 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan budaya 

organisasi  terhadap fraud 

 

Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Square

s 

df Mean 

Squar

e 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
9,665 5 1,933 1,224 

,311

b
 

Residual 85,269 54 1,579 
  

Total 94,933 59 
   

a. Dependent Variable: fraud 

b. Predictors: (Constant), budaya organisasi, 

kesesuaian kompensasi, spip, perilaku tidak etis, 

penegakan peraturan 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan 

bahwa nilai (sig) sebesar 0,311 > 0,05 

dengan nilai F sebesar 0,311. Maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel 

spip, penegakan peraturan, kesesuaian 

kompensasi, perilaku tidak etis dan 

budaya organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan ( 

fraud). 

 

 



KESIMPULAN 

Dari data primer yang diolah dari 

melakukan penyebaran kuesioner di 

lingkungan organisasi perangkat 

daerah (OPD) di kabupaten tulang 

bawang pada tahun 2021 maka 

selanjutnya dilakukan pengujian 

reliabilitas dan validitas. Hasil uji 

reliabilitas dan validitas menunjukann 

bahwa semua pernyataan dalam setiap 

variable reliabel dan valid. 

Berdasarkan hasil penilitian yang 

dilakukan di lingkungan organisasi 

perangkat daerah (OPD) di kabupaten 

tulang bawang dengan jumlah sampel 

60 responden dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. H1 ditolak, artinya sistem 

pengendalian internal pemerintah 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap terjadinya fraud. 

2. H2 ditolak, artinya penegakan 

peraturan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap 

terjadinya fraud. 

3. H3 ditolak, artinya kesesuaian 

kompensasi tidak  berpengaruh 

signifikan terhadap terjadinya 

fraud. 

4. H4 diterima, artinya perilaku tidak 

etis berpengaruh signifikan 

terhadap terjadinya fraud. 

5. H5 ditolak, artinya komitmen 

organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap terjadinya fraud. 

 

 

Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang 

ditemukan, peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan 

untuk menggunakan sampel yang 

lebih merata sehingga hasil 

penelitian diharapkan dapat lebih 

mencerminkan realita. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya 

menambah variabel independent 

lain yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini, sehingga dapat 

meneliti faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pegawai untuk 

melakukan kecurangan.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat memperluas responden. 

Tidak hanya di bagian keuangan 

saja melainkan bisa ke bagian 

yang lain, misalnya di bagian 

logistik atau bagian lainnya. 

Karena bentuk kecurangan tidak 

bisa di lakukan pada satu bagian 

saja, tetapi akan merambah ke 

bagian yang lain.  
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